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ABSTRAK

Pel aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisai Daerah, membawa
konsekuensi perubahan mendasar pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten/K ota
di Indonesia. Pelaksanaan Reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Sijunjung merupakan penggabungan dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, Perubahan Reorganisasi Dinas
Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (miles
dan huberman), meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penditian ini menunjukan bahwa (1) Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang telah disusun sesuai kebutuhan daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Desain organisasi yang telah dibuat kelihatan lebih besar
daripada struktur organisasi sebelumnya. (2) Pelaksanaan reorganisass  Dinas Perhubungan,
Informasi dan Komunikasi dipengaruhi oleh banyak faktor antaralain : Peraturan Peundang-undangan,
potensi daerah, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah. (3) Implikasi reorganisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Sijunjung meliputi berbagai aspek antara lain efisens Satuan Kerja
Perangkat Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat (4) Penambahan jumlah pegawai
Dinas Perhubungan sebagai implementasi Reorganisasi Dinas Perhubungan belum diikuti dengan
penyesuaian Bangunan maupun ruang kerja, sehingga dapat menurunkan kinerja dari personil Dinas
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

Peneliti memberikan saran : Reorganisas Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi
dan Komunikasi, masih dapat diefisienkan lagi dengan menggabungkan dua Bidang yaitu Bidang
Pengelolaan Data Elektronik dan Bidang Informasi dan Komunikasi. Dalam melaksanakan
reorganisas Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebaiknya juga mempertimbangkan dan
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Massyarakat. Bahwa dalam melakukan reorganisas
harus diikuti dengan penataan fasilitas kantor, baik gedung maupun fasilitas lainnya.

KataKunci : Reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sgak runtuhnya rezim orde baru yang berganti suatu Orde Reformasi, telah terjadi
beberapa perubahan sistem Pemerintahan (birokrasi). Perubahan tersebut meliputi beberapa
ketentuan perundang-undangan ke arah yang lebih demokratis, desentralistis, transparan dan
akuntabel. Terutama reformas terhadap pemerintahan (birokrasi) sebagai unsur
penyelenggara negara yaitu perumus dan pelaksana kebijakan Pemerintah. Sebagaimana
dikatakan oleh Tjokroamidjojo (2000 ; 5) pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik
telah menjadi isue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan
gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang balk adalah sgaan dengan meningkatnya tingkat
pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi.

Pemerintah Daerah sesua UUD 1945 pasal 18 yang mengatur tentang pembagian
daerah, maka pengertian Otonomi Daerah adalah bertalian dengan kewenangan Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspiras masyarakat. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945
memberikan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi yang Luas, Nyata dan
Bertanggungjawab.

Selain itu sesuai Ketetapan MPR Nomor XV / MPR / 1998 yang berbunyi sebagai
berikut:

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping penyelenggaraan  otonomi
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh
semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.



Sebagai perwujudan pentingnya peranan Pemerintah Daerah  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu agenda reformasi, maka
dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dan perubahan fundamental dalam
sistem Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut antara lain dari pola yang sentralistis ke
pola desentralisasi, dari dulu pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang lebih
merupakan kewajiban dari pada hak bagi daerah menjadi pemberian otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah Kabupaten/K ota (Sarundagjang 2002 ; 16).

Perjalanan sgjarah Bangsa Indonesia setidaknya dalam era reformasi ini telah
memasuki lompatan baru dengan keluarnya Undang - undang yang mengatur tentang
otonomi daerah. Pada awalnya adalah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
keuangan Pusat dan Daerah sebagai landasan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih
dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk menghadapi perkembangan
politik nasional disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah.

Daam Undang-Undang tentang otonomi daerah pada era reformasi ini memiliki
misi pendemokrasian kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah berarti memberi peluang bagi daerah untuk
lebih mandiri untuk mengembangkan diri dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan terhadap pembangunan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan
dimaksudkan untuk meningkatkan kesegjahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada di daerah.

Penyerahan wewenang kepada daerah dapat dipandang sebagai arah untuk
memasukkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan lebih lanjut Fitriyah (2001: 92)

mengatakan bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999



dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999, ada 4 (empat) hal yang merupakan arah dan
perubahan di bidang Pemerintahan Daerah yang menjadi run (spirit) yaitu (1) mendorong
percepatan ( terwujudnya masyarakat sipil), (2) penergpan managemen modern dalam
mekanisme berpemerintahan (berorientasi pada pelanggaran, menggunakan teknik - teknik
yang lebih ilmiah dalam analisis dan pengambilan keputusan bersifat jaringan kerja,
organisasi dengan sistem terbuka, desentralisasi), (3) pemberdayaan masyarakat termasuk
dalam kehidupan perekonomian rakyat dan (4) mengembangkan daya saing daerah dalam era
globalisasi.

Jadi kebijakan baru tentang otonomi daerah di Indonesia tentu sgja memberikan
implikasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Implikasi tersebut tidak sgja
menyentuh pada besamya kewenangan daerah, tetapi juga pada kelembagaan dan
kepegawaian daerah (Kushandayani 2001 : 81), serta terjadinya perubahan dalam pembagian
kewenangan yang mengalami penambahan kewenangan atau pemberian kewenangan baru di
bidang pemerintahan maupun di bidang keuangan (Martani Huseini : 2000). Akibat
kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah semakin luas, maka menuntut adanya suatu
lembaga sebagai pelaksananya.

Daam implementasi otonomi daerah salah satu aspek yang cukup strategis adalah
aspek kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya dalam pasal 128 ayat (1) Undang - Undang Nomor
32 tahun 2004 disebutkan bahwa susunan perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.



Pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang otonomi daerah yang semula
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
selanjutnya diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah memberikan wewenang yang besar
kepada Pemerintah Daerah daam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat
daerahnya. Dalam pedoman tersebut sebenamya telah ditegaskan bahwa penyusunan
kelembagaan perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki;
karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;kemampuan keuangan daerah; ketersediaan
sumber daya aparatur; dan pengembangan pola kemitraan antar daerah serta dengan pihak
ketiga.

Namun, kewenangan dan keleluasaan tersebut pada tahap implementas
diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing- masing daerah dan cenderung ditafsirkan
sesuai dengan keinginan masing-masing daerah. Berdasarkan hasil evaluas kelembagaan
yang dilakukan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam
Negeri, ditemukan fakta adanya kecenderungan untuk membentuk organisasi perangkat
daerah yang terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang
bersangkutan.

Pertimbangan reorganisasi perangkat daerah seringkali cenderung lebih bemuansa
politis daripada pertimbangan obyektif, sementara saat ini PP N0.38 Tahun 2007 jo PP No.
41 Tahun 2007 merupakan kebijakan baru tentang kelembagaan yang perlu segera
ditindaklanjuti.

Pada 2 (dua) ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas

mengamanatkan bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu



dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Selain hal tersebut berdasarkan pasal 128 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
susunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah belum cukup mengatur dan memberikan pedoman yang menyeluruh bagi
penyusunan dan pengendalian organisasi Perangkat Daerah yang dapat menangani seluruh
urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Pemerintah yang baru
yang lebih representatif.

Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi -perangkat Daerah yang diharapkan
dapat memberikan batasan untuk dipedomani bagi semua Daerah di Indonesia terhadap
penyusunan Lembaga perangkat Daerah yang pada gilirannya dapat menjawab persoalan
yang timbu! sebagai akibat peraturan perundangan sebelumnya.

Karena pada kenyataannya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selamaini ada
kecenderungan membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah secara
sangat signifikan atau bahkan ketidakjelasan pembagian tugas pokok dan fungsi sehingga
dalam implementasinya seringkali terjadi obyek garapan yang berhimpitan.

Hal ini tentu berpengaruh besar pada inefisiens alokasi anggaran yang tersedia pada
masing - masing daerah. Dana Alokast Umum (DAU) yang semestinya selain untuk belanja
pegawal juga diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk
kepentingan pelayanan publik, justru menjadi sebaliknya yaitu sebagian besar untuk
pembiayaan birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian kondisi kelembagaan

Pemerintah Daerah masih belum sgjalan dengan makna, maksud dan tujuan otonomi daerah.



Organisasi masa kini harus menyesuaikan diri dengan lingkungan global, internal dan
organisasional dengan memperhatikan dinamika yang
terus berkembang dan berubah agar mampu menerapkan strategi yang proaktif. Perubahan
yang melibatkan banyak sumber daya ahli ini biasa disebut dengan pengembangan organisasi
(Organization Development atau OD), (Y oung 2000:12) menyebutkan bahwa"OD dapat pula
didefinisikan sebagai upaya senggja dan terencana yang di manage dari atas sampai bawah,
dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas organisas melalui penerapan strategi
berdasar studi yang hati-hati". (Siagian 2000:3) mengatakan bahwa "Pengembangan
Organisasi (PO) atau Oraganizational Development (OD) memungkinkan organisas
meningkatkan efektivitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan
lingkungan yang selalu berubah.

Salah satu bentukan dari Pengembangan Organisasi (PO) adalah reorganisasi
kelembagaan. Reorganisass merupakan sekumpulan aspek-aspek yang melingkupi suatu
organisas untuk menjadi lebih efisien. Beberapa aspek penting daam melakukan
reorganisasi, meliputi kinerja organisasi, kerja sama operasional, sistem dan prosedur kerja
serta pendelegasian wewenang dan otonomi. Kinerja organisasi berarti kondis kerja nyata
yang dicapai oleh organisasi yang pada hakekatnya terdiri dari kumpulan prestasi dari
individu dan kelompok. Kerjasama operasionad merupakan sSituasi kerja yang
menggambarkan kondisi kerjasama yang harmonis dan kooperatif, sehingga situasi kerja
menjadi kondusif. Sistem dan prosedur kerja berkaitan dengan penyusunan perencanaan,
pel aksanaan maupun dalam pengendalian.

Upaya meminimaisasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman  Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan



Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil daam penataan organisasi perangkat daerah
dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap
telah gagal mewujudkan agenda reformasi karena -menciptakan birokrasi di daerah terseret
pada kepentingan politik seperti -masa orde baru sehingga menjadi tidak efisien dan menjurus
kepada disintegrasi bangsa. Selanjutnya terbit kebijakan baru penyelenggaraan otonomi
daerah didasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
dengan hargpan mampu menciptakan birokrasi yang profesional dan netral terhadap aspek
politik sehingga hanya berperan sebagai pelayan masyarakat guna mengetahui efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah dari aspek reorganisasi perangkat daerah.

Seiring dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 14 Juli 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Sijunjung juga telah melakukan reorganisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terjadi penggabungan antara dua Satuan Kerja
Perangkat Daerah yaitu antara Kantor Informasi dan Komunikasi dan Dinas Perhubungan,

menjadi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih jauh mengena hal-hal
yang terjadi serta dampaknya terhadap reorganisasi kelembagaan dan personil Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul:"Implikasi
Kebijakan Reorganisasi Perangkat Daerah Studi kasugpada Dinas Perhubungan
Informasi dan Komunkasi Kabupaten Sijunjung “

B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas tergambarkan bahwa masyarakat di era otonomi daerah senantiasa

memberikan kritik terhadap birokrasi akibat besarnya organisasi pemerintah yang berakibat



banyak menyerap sumber daya baik manusia maupun keuangan padahal hasil kerjanya tidak
maksimal. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bank Dunia (The World Bank) bahwa dalam
pemberian dana bantuan akan mempertimbangkan untuk mereduksi jumlah organisas
pelayanan publik (Turner dan Hulme, 1997). Alasannya terlalu banyak orang yang bekerja
sebagai pegawai pemerintah, tetapi out put dari aktivitasnyatidak sesuai harapan.

Demikian halnya dengan setiap kebijakan birokras senantiasa mempunyai dampak
apalagi untuk sebuah kebijakan reorganisasi perangkat daerah. Kebijakan dimaksud akan
bersinggungan dengan keberadaan kelembagaan atau struktur organisasinya. Selain itu yang
tidak kalah pentingnya adalah penataan kepegawaian atau pejabatnya, serta pengaruh
semangat kerjanya bahkan efektivitas pemanfaatan anggaran yang pada gilirannya
masyarakat menuntut terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Seperti yang terjadi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, berdasarkan
Perda nomor 16 Tahun 2004 dimana Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Sedangkan menurut Perda Nomor 5 Tahun 2008 Dinas Perhubungan Informasi dan
Komunikass mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang
Perhubungan, informasi dan komunikasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya Reorganisasi perangkat daerah Dinas perhubungan informas dan
komunikasi yang merupakan penggabungan dari 2 ( dua ) SKPD tersebut, agar masalah
pokok tersebut dapat terkupas dan teranaisa dengan baik dan terarah, rumusan masalah
dalam penélitianini adalah :

1. ApasgaPerubahan Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikas ?

2. Apasgalmplikas Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi ?

C. Tujuan Penelitian



Tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan kejelasan mengenai hal-ha yang
ingin ditemukan di lapangan, yakni bagaimana implementasinya , pencapaian tujuan apakah
sesuai dengan penggunaan metode-metode yang obyektif dan ilmiah. Penelitian selain
bersumber dari masaah, juga berupaya untuk menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan tersebut. Adapun tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah untuk
memberikan aternatif tarbalk bagi pelaksanaan otonomi daerah melalui reorganisas
perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan Perubahan Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi.

2. Untuk menganalisis Implikasi Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi.

D. Manfaat Penelitian
Daam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik
bagi lingkungan akademis maupun di dunia praktis, yaitu :

1. Untuk memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan [Imu Politik Lokal dan
Otonomi Daerah yang berkaitan dengan dampak kebijakan reorganisasi perangkat
daerah Kabupaten Sijunjung;

2. Hasll penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan dan sumbang saran kepada
Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungs perangkat daerah untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan

Otonomi Daerah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari kajian implikasi kebijakan reorganisasi perangkat daerah dalam era otonomi
daerah yang telah dideskripsikan pada bab - bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang
telah disusun dan dilaksanakan sesuaikan dengan kebutuhan daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Desain organisas yang telah dibuat

kelihatan lebih besar daripada struktur organisasi sebelumnya.

2. Pelaksanaan  reorganisas Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikas yang
dinamis  sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain : Peraturan Perundang-

undangan, potensi daerah, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah.

3. Implikasi reorganisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung meliputi berbagai aspek
antara lain efisensi Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana tidak adanya struktur struktur
organisasi yang berlebihan/ tidak diperlukan, efisienss Anggaran Daerah, serta

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4. Penambahan jumlah pegawa Dinas Perhubungan sebagai implementasi Reorganisasi

Dinas Perhubungan belum diikuti dengan penyesuaian bangunan maupun ruang kerja,



sehingga dapat menurunkan kinerja dari personil Dinas Perhubungan, Informasi dan

Komunikasi.

B. Saran
1. Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikas
yang telah disusun, masih dapat diefisienkan lagi dengan menggabungkan dua Bidang

yaitu Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Bidang Informasi dan Komunikasi.

2. Daam melaksanakan reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
sebaiknya juga mempertimbangkan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

kepada M asyarakat

3. Penambahan jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagai implementasi Reorganisasi
Dinas Perhubungan seharusnya diikuti dengan penyesuaian bangunan maupun ruang
kerja, sehingga dapat menurunkan kinerjadari personil Dinas Perhubungan, Informasi

dan Komunikasi.
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